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ABSTRAK

Berdasarkan pasal 26 Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah
melakukan penyadapan, Namun, masih menjadi perdebatan apakah jaksa juga
berwenang melakukan penyadapan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan
permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai
penyidik dalam melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi dan yang kedua,
faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan
penyadapan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian normatif dengan
jenis bahan hukum primer, skunder dan tersier. Dari rumusan masalah yang pertama
maka didapat hasil pembahasan bahwa jaksa harus meminta izin untuk melakukan
penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dengan aturan yang telah ada masih
tetap menghambat jaksa dalam melakukan penyadapan. Pembahasan yang kedua
adalah terdapat beberapa faktor berkaitan dengan penerapan penyadapan oleh
kejaksaan baik dari segi faktor pendukung maupun faktor penghambat. Oleh karena itu
untuk untuk mengisi kekosongan hukum dan mempertegas kewenangan kejaksaan
dalam melakukan penyadapan haruslah dibentuk undang- undang maupun aturan lain
terkait kewenangan penyadapan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kewenangan Penyadapan, Jaksa Penyidik Tindak
Pidana Korupsi

Palembang, 2018
Pembimbipg Utama, Pembimbing Pembantu,

NIP. 195412141981031002 NIP. 197711032008012010
Ketua Bagian Hukum Pidana

NlP 1 6509181991022001



BAB |

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Implementasi menurut Nurdin Usman bermuara pada aktifitas, aksi,
tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan unutk mencapai tujuan
kegiatan. 1 Sedangkan menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan
dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,
birokrasi yang efektif.2 Kemudian menurut Hanifah Harsono, Implementasi
adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam
administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu

program.3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang
diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

1 Nurdin Usman,2002, Konteks Implementasi Bebasis Kurikulum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him.70.

2 Guntur Setiawan,2002, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,
Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, him. 39.

3 Hanifah Harsono,2002, Implementasi Kebijakan Dan Politik, Mutiara
Sumber Widya, Bandung, him. 67.



orang/badan lain. 4 Dapat Disimpulakan bahwa implementasi sendiri
merupakan suatu aktivitas pelaksaan yang tidak dapat berdiri sendiri
melainkan dipengaruhi oleh objeknya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Implementasi  sendiri dapat terwujud apabila mendapatkan suatu

kewenangan.5

Kewenangan atau biasa disebut dengan wewenang disejajarkan dengan
“authority” dalam Bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa Belanda.
Menurut Black Laws Dictionary diartikan sebagai “Legal Power; a right to
command or to act; the right and power of public officer to require obedience
to their others lawfully issued in scope of theirpublic duties.”6 (wewenang
atau kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untukmemerintah atau
bertindak; haka tau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum
dalam lingkkup melaksanakan kewajiban publik). Dalam Hukum
Administrasi terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu kewenangan atau
wewenang pemerintah,yaitu : atribusi dan delegasi; kadang juga ada yang

disebut dengan mandate, yang ditempatkan secara tersendiri untuk

4 Kamal Hidjza,2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam
Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, him. 35.

5 Yang akan di implementasikan dalam tulisan Implementasi Kewenangan
Penyadapan Oleh Jaksa Selaku Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi.

6 Nur Basuki Winamno,2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak
Pidana Korupsi, Lakshang Mediatama, Yogyakarta, him. 65.



memperoleh suatu wewenang.7 Kewenangan sendiri harus bertumpu pada
suatu kewenangan yang bersifat sah. Kewenangan yang sah adalah
kewenangan yang bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir

atau diperoleh.

Seiring dengan berkembangnya llmu Pngetahuan dan Teknologi (IPTEK),
dalam Hukum Pidana petunjuk dalam hal ini kaitannya dengan alat bukti tidak
hanya terbatas pada alat bukti yang diatur pada Pasal 184 Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.8 Melainkan di perluas
dengan adanya alat bukti petunjuk yang disebut dengan istilah penyadapan
(wiretapping) yang dijabarkan pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trransaksi Elektronik
lalah  “kegiatan untuk mndengarkan, merekam,membelokkan, mengubah,
menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang tidak bersifat public, baik menggunakan jaringan
kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran

elektromagnetis atau radio frekuensi”.9

71bid., him.70.

8 Pasal 148, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

9 Pasal 31 ayat (1), Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Traksaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.



Namun tindakan penyadapan ini tidak di terapkan pada seluruh Tindak
Pidana yang ada di Indonesia, melainkan hanya di terapkan pada Tindak
Pidana yang bersifat luar biasa (Extraprdinary Crime). Hanya ada lima
Lembaga Negara yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, yakni
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Badan Narkotika

Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan.10

Salah satu Aparat Penegak Hukum yang patut mendapatkan perhatian
khusus adalah Lembaga Kejaksaan. Berdasarkan pada Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang
oleh Undang- Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta

wewenang lain berdasarkan Undang- undang.11

Wewenang yang berdasarkan undang- undang Menurut Evi Hartanti, jaksa

memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

10Penjelasan Pasal 42, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

11 Pasal layat (1), Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.



tertentu (Tindak Pidana Khusus).12 Hal ini didukung dengan pernyataan pasal
284 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Dalam
waktu dua tahun setelah undang- undang ini diundangkan, maka
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana disebut pada undang- undang tertentu, sampai ada perubahan
dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. ”13Mengacu pada penjelasan pasal ini

ketentuan khusus acara pidana yang dimaksud adalah:

“l. Undang- UndangNomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan,

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

2. Undang- UndangNomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. ’14

Agar ada kesatuan pendapat mengenai makna dari pasal 284 ayat (2)
KUHAP ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP, yang pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan:

12Evi Hartanti,2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 40.

13 Pasal 284 ayat (2),Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

14Penjelasan Pasal 284 ayat (2), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258.



“penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut
pada undang- undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat
(2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang

berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan. ”15

. Penyidik merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang
untuk melakukan penyidikan. 16 Sedangkan pnyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. 17 Adapun hal tersebut diperjelas dalam Pasal 30 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, mengenai tugas dan wewenang jaksa dalam hukum pidana, yaitu

118

melakukan Penuntutan;

15 Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258.

16Sudarsono,2012, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hIm. 350.
17 Ibid, him. 350- 351.

18 Pasal 30 ayat (1), Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.



melaksanakan penetapan hakin dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan
jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur
olen undang- undang ialah “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah
kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang- Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001
jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentanng Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. ”19

19 R Wiyono, 2008, Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, him. 171.



Penegasan pasal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Kontitusi

Republik Indonesia Nomor 16/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa:

[3.11] menimbang sebagaimana permohonan para pemohon pada
halaman 3 angka 3 dan diulangi lagi pada halaman 30 angka 10
permohonannya, bahwa objek permohonan adalah pasal- pasal yang
berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak
pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa undang-

undang;

[3.12] menimbang bahwa sesuai dengan dalil diatas, para pemohon,
seperti selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, memohon
pengujian konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d uu 16/2004,
Pasal 39 UU 31/1999, Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 khususnya frasa “atau kejaksaan”
serta frasa “dan/atau kejaksaan” dalam UU 30/2002 yang kesemua Pasal-
Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut memberikan
fungsi penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana tertentu kepada
kejaksaan, yang menurut para pemohon bertentangan dengan asas negara

hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], pengakuan, jaminan,



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum [vide Pasal 280 ayat (1) UUD 1945].720

Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20
Tahun 2001 tetang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak
pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Menurut asal
katanya korupsi berasal dari kata Latin yaitu, “corruptio”, dan dalam Bahasa
Inggris menjadi “corruption” yang selanjutnya dalam Bahasa Indonesia
disebut “Korupsi”.21Secara harfiah korupsi bisa di artikan sebagai sesuatu
yang jahat atau busuk.22Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi
merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan
wewenang dengan terjadinya penyuapan,pemalsuan serta ketidakberesan
lainya.23 Secara lebih jelas pengertian korupsi menurut Kamus Hukum adalah
suatu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai

tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.24

20Keputusan Mahmakan Konstitusi Republik Indonesia Nomor16/PUU-
X/2012.

21Rohim,2008, Modus Operandi Tindak PidanaKorupsi, Pena Multi Media,
Jakarta, him.1.

221bid, him. 1.
23Evi Hartanti, Op. Cit. him. 8.
24Sudarson, Op.Cit. him. 231.



Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang khusus.25 Adapun
perbedaan dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus adalah tindak
pidana khusus (Bijzonder Strafrecht) adalah hukum pidana yang dengan
sengaja telah di bentuk untuk di berlakukan bagi orang- orang tertentu saja,
sedangkan pengertian pidana umum (Algemeen strafrecht) adalah hukum
pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk di berlakukan bagi setiap
orang pada umumnya.26 Sebagai Tindak Pidana Khusus,Tindak Pidana
Korupsi atau biasa disebut dengan singkatan TIPIKOR ini memeliki aturan
dan Undang — Undang sendiri yaitu Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang- Undangnya ini diatur
secara terperinci mengenai ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan
Tindak Pidana Korupsi termasuk juga aturan mengenai wewenang penyidik

dalam melakukan penyelidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi disebutkan dalam
penjelasan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

25R Wiyono, Op.Cit. him. 167.

26 PAF Lamintang,2011, Dasar- Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya,
Jakarta, him. 2.



“kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk

melakukan penyadapan (wiretaping).27

Penyadapan atau intersepsi (wiretraping) sendiri merupakan tahap
penyidikan yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Diberbagai belahan
dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan
tindak pidana lainya. 28 Korupsi merupakan masalah yang serius, tindak
pidana ini dapat membahayakan pembangunn sosial ekonomi,dan juga
politik,serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat
laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, dan korupsi merupakan
ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur.29 Selain itu
Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat
menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi
negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang

merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.30

Kejahatan tersebut juga merupakan kejahatan yang sulit untuk diungkap

karena pelaku yang telah menggunakan alat yang canggih dan dilakukan lebih

27 Pasal 26, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

28 Evi Hartanti, Op. Cit, him. 1.
291bid, him. 1.
301bid, him. 2.



6.

dari satu orang secara terselubung serta terorganisasi. Dengan meningkatnya
kasus kejahatan ini maka dari itu pemerintah harus bersungguh - sungguh dan
berperan lebih aktif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh
karena itulah mengapa dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur wewenang
kepada penyidik untuk melakukan penyadapan dalam rangka mengungkap

kejahatan luar biasa ini.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus
ini  dan dijadikan kajian untuk menulis skripsi dengan judul
“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH JAKSA

SELAKU PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan tentang implementasi penyadapan oleh jaksa penyidik dalam tindak

pidana korupsi yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1.

2.

Bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam

melakukan penyadapan pada tindak pidana korupsi?

Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kewenangan jaksa dalam

melakukan penyadapan?



TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas,

maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah:

Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai

penyidik dalam tindak pidana korupsi;

Untuk mengetahui, mencari dan menjelaskan Faktor yang mempengaruhi

implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan.

MANFAAT PENULISAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun
manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis

dan manfaat praktis, yaitu:

Manfaat teoritis



Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai
kewenangan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi yang saat ini
menjadi salah satu tindak pidana luar biasa yang sedang gencar untuk
diberantas. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi

bagi para akademis

2. Manfaat praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan
referensi ataupun masukan bagi para pembuat peraturan perundang-
undangan untuk lebih memperhatikan keefektifan dari sebuah

peraturan yang akan diberlakukan.

3. RUANG LINGKUP

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam
penelitian ini hanya membahas tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik
untuk melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi, dan hanya sebatas
menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan penyadapan oleh
jaksa penyidik terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang- Undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KERANGKA TEORI

Dalam suatu penelitian, teori memegang peranan yang sangat penting.

Fungsi teori dalam penelitian meliputi:

Menetapkan kerangka untuk melakukan analisis;

Menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti;

Menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis31

Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum. Teori hukum
tujuannya untuk menjelaskan dan itu menunjukkan bahwa teori hukum dapat
dikategorikan menjadi teori hukum deskriptif yang tujuannya menerangkan
demikianlah hukumnya atau teori hukum normatif yang sasaran utamanya
adalah menerangkan “demikianlah seharusnya hukumnya”.32 Adapun teori

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

TEORI KEWENANGAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang
diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

31A’an Efendi dkk,2016, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 92

321bid., him. 96-97



orang/badan lain. 33 Sedangkan menurut Bagir Manan wewenang dalam
Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus
berarti hak dan kewajiban. 34 Menurut HD Stoutk kewenangan adalah
pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,yang dapat
dijelaskan sebagai seluruh aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan
dan penggunaan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subjek hukum
publik di dalam hubungan hukum publik. 35 Dari penjelasan ini dapat
disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang bersifat formal yang
dimiliki oleh suatu institusi atau oleh seorang pejabat. Adapun cara

memperoleh suatu wewenang adalah, sebagai berikut;

Atribusi

Atribusi adalah, pemberian wewenang yang melekat pada
suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah
dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan

yang dibuat oleh pembuat Undang- Undang, atribusi ini menunjuk

33 Kamal Hidjza, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam
Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, him. 35.

34 Nurmayanti,2009, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung
Bandar Lampung, him. 26.

35Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta,
him.71.



pada kewenangan asli atas dasar kontitusi (UUD) atau Peraturan

Perundang- Undangan;

2. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari
wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu
dalam melaksanakan tugas- tugas dan kewajiban untuk dapat

bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang dibagi menjadi:

1. Delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ

pemerintahan kepada organ lain dasar pertauran perundang- undangan;

2. Mandate, yaitu wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur organ
pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang

lebih rendah.36

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah

penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum

36 Ibid, hIm.93.



yaitu Jenis penelitian normatif karena penelitian ini mengkaji dan meneliti

peraturan-peraturan tertulis.37

Selain itu juga penulis menggunakan teknik wawancara kepada
sumber- sumber yang berkaitan dan mendukung dalam pengkajian dan
penulisan penilitian ini. Pengertian wawancara sendiri menurut Setyadin
adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan
merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih

berhadapan secara fisik.38

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode

pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan undang-undang vyaitu pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan

dengan isu hukum yang tengah ditangani.39

37Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta,
him. 15.

38 Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,
Bumi Aksara, Jakarta, him. 160.

39Peter dan Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta,him. 93.



3. Sumber Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang

diperoleh dari pustaka, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. 40 Bahan-bahan hukum

primer tersebut antara lain :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Repblik Indonesia;

3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

40lbid., him. 181.



5.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum dan seterusnya.

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

seterusnya.41
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam
penelitian ini  dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi,
menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka,

menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

41Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2010, Penelitian Hukum Normatif,
Rajawali Pers, Jakarta, him. 13.



8. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data-data yang
diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari hasil
analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.42

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan cara
Deduktif. Cara Deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dengan
menggunakan suatu kriteria atau keyakinan tertentu untuk mendapatkan
suatu kesimpulan yang spesifik yang memiliki implikasi-implikasi tertentu
yang dapat diturunkan menjadi sebuah atau beberapa pernyataan yang

khusus dari teori-teori relevan dalam aturan hukum.43

42Margono,2010, Metode Pendidikan, Rineka Penelitian Cipta, Jakarta, him.
45

43 Hagigie Suluh, 2007, Deduksi (berfikir Deduktif), dikutip dari
https://hagigie.wordpress.com/2007/03/11/deduksi-berfikir-deduktif/ diakses pada 22
September 2017.
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